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Mengingat

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

=

NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Tanda Daftar Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2005 Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.

. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memperoleh
keuntungan atau laba.

. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan-perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

10.Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

dengan menyediakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan usaha.

11.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam bidang prasarana.



12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi tertentu.

13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Daerabh.

14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB I
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

(1) Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar
Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau
memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta
disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi
dan wewenangnya.

(2) Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan
wewenangnya kepada perusahaan yang telah disahkan
pendaftarannya untuk selanjutnya disebut Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).



Pasal 3

(1) Setiap perusahaan di daerah wajib didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan.

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengusaha
perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang
lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

(3) Tata cara pendaftaran perusahaan akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 4

(1) Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

(2) Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya diberikan
Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum
tanggal berlakunya berakhir.

Pasal 5

Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah :

a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan
(Perjan);

b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan pribadi
pengusahaan sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota
keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha
dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
dan

c. Bidang usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pasal 6

Pemilik atau pengusaha wajib melaporkan setiap perubahan atas hal-hal
yang didaftarkan.

Pasal 7

(1) Daftar Perusahaan hapus dalam hal :
a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa;
dan
c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

(2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib
dilaporkan kepada Bupati.



